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PAREPARE, FAJAR — Pe-
ngembangan kasus korup-
si Dinas Kesehatan (Dis-
kes) Parepare disoroti ka-
rena dinilai mandek. Sete-
lah enam bulan berlalu se-
telah dilakukan penggele-
dahan di Pemkot Parepare,
Polda Sulsel belum membe-
rikan kejelasan.

Perkembangan kasus ko-
rupsi Dana Alokasi Khusus
(DAK) DinasKesehatan Pare-
pare2017-2018inidianggap
terkatung-katung di Polda
Sulsel. Diketahui pihak Pol-
da Sulsel melakukan peng-
geledahan rumah Eks Kabag
Pembangunan Kota Parepa-
re dan Kantor Diaskes pada
19 Juli 2024.

Padahal, kasus korupsi
ini diduga merugikan nega-
ra Rp6,3 miliar. Kasus korup-
si Diskes Parepare muncul di
_ permukaan pada 2019.

Kasus itu .pun langsung
menyeret nama mantan Ke-
pala Dinas Kesehatan Pare-

pare, dr Muh Yamin. Terma-
suk bendaharanya saat itu
bemama Sandra.

Awalnya, pada anggar-
an 2017-2018 Diskes Pa-
repare mendapatkan DAK
Rp40 miliar dari pusat. Per-
untukannya di berbagai ke-
giatan, seperti pembinaan
Posyandu, pelayanan peng-
obatan tradisional, peman-
tauan wilayah, dan pening-
katan imunisasi.

Aparat penegak hukum
(APH) kemudian mendum
adanya korupsi karena dana
tersebut diduga raib sebesar
Rp2,9 miliar pada 2018. Na-
mun belakangan bertambah
Rp6, 3 miliar sesuai hasil audit
Badan Pemeriksa Keuangan

‘dan Pembangunan (BPKP)

saat itu.

Koordinator Badan Peker-
ja Komite Masyarakat Anti
Korupsi (KMAK) Sulselbar,
Djusman AR menyoroti ka-
sus korupsi DAK Dinas Kese-
hatan Kota Parepare 2017-

2018 yang sedang mandek.
Menurutnya, kasustidak ada
perkembangan setelah APH
melakukan penggeledahan
rumah Eks Kabag Pemba-
ngunan Kota Parepare dan
Kantor Dinas Kesehatan, 19
Juli 2024 lalu.

Sebelumnya, kasus ini te-
lahadaterpidananya. Namun
pihak penyidik Polda Sulsel
kembali melakukan peng-
geledahan yang diduga ter-
kait dengan kasus di Dinkes
Parepare.

Djusman juga memper-
tanyakan motif dari peng-
geledahan tersebut. Menur-
tunya penggeledahan yang
dilakukan APH jangan sam-
pai tidak jelas.

“Karena yang kita pahami
kan, penggeledahan itu dila-
kukan tentu karena penyidik
berpendapat atau telah me-
nemukan fakta-fakta baru
yangbelumterbuka pada pe-
nanganan perkara sebelum-
nyayang menyatakan putus-
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anterhadap beberapaorang.
Nah inilah yang dituntut oleh
publik,” beber Djusman.

Djusmanmenambahkan,
jika memang hasil pengge-
ledahan itu dinyatakan tidak
cukup bukti, tetap harus ada
kepastian hukum. “Jika un-
surtidak terpenuhi, hentikan
atau jawab atau SP3. Na-
mun jika buktinya memang
cukup, lanjutkan. Kita tidak
ingin, jangan sampai peng-
geledahan itu dilakukan ku-
rang lebih atau seolah-olah
hanya ingin melakukan ger-
takan (menakut-nakuti),”
tambahnya.

Sebelumnya, Pemkot Pa-
reparemerespons penggele-
dahan yang dilakukan Polda
Sulsel saatitu Pj Wali Kota Pa-
repare yang menjabat ada-
lah Akbar Ali. Akbar Ali men-
dukunglangkah penyidik Dit-
reskrimsus Polda Sulsel un-
tuk mengusut tuntas kasus
korupsi di Parepare.

Setelah Ditreskrimsus Pol-

da Sulsel menggeledah dan

membawa sejumlah ber-

kas dari gudang arsip, Ak-

bar Al menyatakan dukung-

an pengusutan kasus korup-
si di Parepare. “Kami seba-
gai pemerintah kota men-
dukung. Yang dilakukan oleh
penegak hukumdalamrang-
ka (pengusutan) terkait per-
masalahan yang tidak terle-
pas dari kasus masalah apa-
pun itu,” katanya.

Akbar Ali mengutarakan
penggeledahan di gudang
arsip Kantor Wali Kota Pare-
pare telah melewati Standar
Operasional Prosedur (SOP)
yang dilakukan Polri. “Jelas,
kami tahu karena itu sesu-
ai SOP, dan pihak kepolisian
memahami itu,” tegasnya.

Terpisah, Dirkrimsus Pol-
da Sulsel Kombes Dedi Sup-
riyadi saat dihubungi FAJAR
terkait perkembangan pe-
ngembangan kasus korupsi
tersebut belum merespons.
(ams/mum)
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